PRESS RELEASE

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020
pada 9 Kabupaten/Kota di NTB

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB)
menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2020 pada sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTB. Sembilan entitas
tersebut yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah,
Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten
Bima, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi NTB, Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA kepada pimpinan
DPRD dan kepala daerah masing-masing kabupaten/kota pada hari Senin, 10 Mei 2021, secara

online melalui video conference.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Tahun 2020, maka
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada sembilan kabupaten/kota
tersebut. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen
pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan
menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang baik.

Pada tahun-tahun sebelumnya, BPK menyampaikan LHP sebanyak 3 buku, yaitu LHP
atas Laporan keuangan yang berisi opini (Buku 1), LHP atas Sistem Pengendalian Internal
(Buku I1), dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Buku III).
Namun, mulai saat ini BPK menggabungkan Buku Il dan Buku Ill, sehingga LHP yang
disampaikan hanya 2 buku, yaitu Buku | dan Buku II. Selain itu, BPK juga menyampaikan
management letter kepada kepala daerah. Management letter adalah sarana bagi BPK untuk
menginformasikan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang tidak berpengaruh langsung pada penyajian laporan keuangan dan tidak
material secara kuantitatif maupun kualitatif namun tetap diharapkan menjadi perhatian dan

ditindaklanjuti.
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